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BUPATI WONOGIRI 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 57 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN WONOGIRI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI, 

bahwa dengan telah diunda 

Negeri Nomor 108 Tahun 

Kodefikasi Barang Milik Daet 

Nomor 34 Tahun 2014 tenta 

Kabupaten Wonogiri yang tel 

Wonogiri Nomor 29 Tahun 2( 

lampiran Peraturan Bupati 

tentang Kebijakan Akun 

perlu ditinjau kembali, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a perlu menetapkan Peratur. 

atas Lampiran Peraturan B 

tentang Kebijakan Akuntansi 

Undang-Undang Nomor 13 

Daerah-daerah Kabupaten 

  
ngkannya Peraturan Menteri Dalam 

2016 tentang Penggolongan d 

tah maka Peraturan Bupati Wonogiri 

Ing Kebijakan Akuntansi Pemerinta 

ah diubah dengan Peraturan Bupati 
)19 tentang Perubahan keempat atas 

Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 

i Pemerintah Kabupaten Wonogiri   
Bupati tentang Perubahan Kelima 

ati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri,   
Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 

1950), 

Undang-Undang Nomor 17 

Negara (Lembaran Negara 

Tahun 2003 tentang Keuang 

Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 ten 1g 

Perbendaharaan Negara (Le mbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Kepubik 

Indonesia Nomor 4335): 

Undang-Undang Republik I 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

ndonesia Nomor 15 Tahun 2oga 

Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 

Nomor 4400), 

£|  



10. 

Lil 

12: 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sisten 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 44 

Undang-Undang Nomor 12 

21), 

Tahun 2011 tentang Pembentukar 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republi 

Indonesia Tahun 2011 Nomgr 82, Tambahan Lembaran Neg 

Republik Indonesia Nomor 

dengan Undang-Undang 

Perubahan Atas Undang-U 

Pembentukan Peraturan 

Negara Republik Indones 

5234) sebagaimana telah diubal 

Nomor 15 Tahun 2019 tentan 

ndang Nomor 12 Tahun 201 

Perundang-Undangan (Lembara: 

ia Tahun 2011 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) . 

Undang-Undang Nomor 23 

Daerah (Lembaran Negara 

Nomor 244, Tambahan Len 

Nomor 5587) sebagaimana f 

dengan Undang-Undang 

Perubahan Kedua atas Und 

tentang Pemerintahan Dag 

Indonesia Tahun 2015 Nom 

Republik Indonesia Nomor 5679): 

Peraturan Pemerintah Rep 

2006 tentang Pelaporan 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 

Nomor 4614, 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Republik Indonesia Tahun 2014 

hbaran Negara Republik Indonesia 

elah diubah beberapa kali tera 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

rah (Lembaran Negara Republi 

pr 58, Tambahan Lembaran Neg     

   
ublik Indonesia Nomor 8 Tah 

Keuangan dan Kinerja Instansi 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Th 

Peraturan Pemerintah Nomgr 71 Tahun 2010 tentang Stan 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara  Republi 

Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 

Barang Milik Negara/Daerah 

27 Tahun 2014 tentang pengeloadin 

(Lembaran Negara Republik   Indonesia Tahun 2014 No 

Republik Indonesia Nomor 5 

Peraturan Pemerintah N 

Pengelolaan Keuangan Da 

  

r 92, Tambahan Lembaran Negara 

33), | 
mor 12 Tahun 2019 terital 

rah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

Peraturan Menteri Dalam 

tentang Pedoman Pengelol 

telah diubah beberapa 

Menteri Dalam Negeri 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 

Daerah: 

2006 tentang 

  

    

322), 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Keuangan Daerah sebagaimana 

kali, terakhir dengan Peraturz 

mor 21 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan 

£  



13. Peraturan Menteri Dalam Ne 

Penerapan Standar Akuntar 

Pada Pemerintah Daerah ( 

Tahun 2013 Nomor 1425), 

Peraturan Menteri Dalam Ne 

Penggolongan dan Kodefikasi 

Republik Indonesia Tahun 20 

Peraturan Bupati Wonogiri 

Kebijakan Akuntansi Pemer 

Daerah Kabupaten Wono 

sebagaimana telah diubah 

Nomor 29 Tahun 2019 t 

Lampiran Peraturan Bupati 

14. 

15. 

peri Nomor 64 Tahun 2013 emban 

hsi Pemerintahan Berbasis Akrua 

Berita Negara Republik Indonesia 

eri Nomor 108 Tahun 2016 tentang 

Barang Milik Daerah (Berita Negara 

16 Nomor 2083): ) 
Nomor 34 Tahun 2014 Tentan 

intah Kabupaten Wonogiri (Berit: 

piri Tahun 2014 Nomor 172 

dengan Peraturan Bupati Wonogit 

entang Perubahan Keempat Ata: 

Nomor 34 Tahun 2014 tentan 
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Kebijakan Akuntansi Pemer 

Daerah Kabupaten Wonogiri ' 

intah Kabupaten Wonogiri (Berit: 

rahun 2018 Nomor 29), 

MEMUTUSKAN: 

Yi
 

TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATA 

WONOGIRI NOMOR 34 TAHUN 201 

'/ANSI PEMERINTAH KABUPATEI 

PERATURAN BUPATI 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNI 

WONOGIRI. 

Menetapkan 

—
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturah Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nompr 172) yang telah diubah beberapa 

g 

n 

h 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2018 tentan 

Perubahan keempat atas lampiran Peraturan |Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahu 

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri diuba 

sebagai berikut: 

1. Angka romawi III. KEBIJAKAN AKUNTANSI (AKUN huruf A. Aset angka 2 Ase 

Tetap huruf d. Penyusutan Aset Tetap angkh 2) Masa Manfaat diubah sehingg 

berbunyi sebagai berikut: 

Masa manfaat adalah periode suatu Aset (Tetap yang diharapkan digunakan 

untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi 

atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas 

pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 

h 

maka 

Apabila karena sesuatu hal estimasi masa (manfaat suatu aset tetap beruba 

(misal: adanya penambahan umur ekdnomis karena perbaikan) 

dilakukan revisi terhadap estimasi masa manfaatnya dan diungkapkan di dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 
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Estimasi masa manfaat untuk setiap jenis/ kelompok aset tetap adalah sebagai 

berikut: 

NO Jenis/ kelompok Aset Tetap Masa Manfaat (tahun) 

1 PERALATAN DAN MESIN 

O1 ALAT BESAR 10 

02 ALAT ANGKUTAN 

O1 Alat Angkutan Bermotor 7 

02 Alat Angkutan Tak Bermotor 2 

03  ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 

O1 Alat Bengkel Bermesin 10 

02 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 

03 Alat Ukur 5 

04 ALAT PERTANIAN 4 

05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 

O1 Peralatan Elektronik 4 

02 Peralatan Non Elektronik 5 

06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 4 

07  ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 5 

08 ALAT LABORATORIUM 

O1 Alat Peraga/ Praktek 5 

02 Alat Laboratorium Lainnya 8 

09 ALAT PERSENJATAAN 5 

10 KOMPUTER 4 

11 ALAT EKSPLORASI 5 

12 ALAT PENGEBORAN 5 

13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNJAN 5 

14 ALAT BANTU EKSPLORASI 5 

15 ALAT KESELAMATAN KERJA 5 

16 ALAT PERAGA 5 

17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI 5 

18 RAMBU - RAMBU 5 

19 PERALATAN OLAH RAGA 3 

2 | GEDUNG DAN BANGUNAN 

Ol BANGUNAN GEDUNG 

O1 Bangunan Permanen 25 

02 Bangunan Semi Permanen 15 

03 Bangunan Non Permanen 5 

04 Taman 5 

02 MONUMEN 25 

03 BANGUNAN MENARA 

01 Menara Suar 25 

02 Rambu Suar 5 

04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI 25 

3 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 

O1 JALAN DAN JEMBATAN 

01 Jalan Aspal 10 

02 Jalan Beton 8 

03 Jalan Perkerasan 5 

04 Jembatan 25 

02 BANGUNAN AIR 10 

03 INSTALASI 10 
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04 JARINGAN 10 
  

4 | ASET TETAP LAINNYA 
  

01 BAHAN PERPUSTAKAAN 
  

02 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN 10 
  

03 HEWAN 
  

04 BIOTA PERAIRAN 
  

OS TANAMAN 
      06 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA     10 
  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahki: 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kk 

Diundangkan di Wonogiri Ro 

Pasal II 

RV 
pada tanggal 9 Desember 2019 3 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHU 

Ditetapkan di Wonogiri 

  an pengundangan Peraturan Bupati 

bupaten Wonogiri. 
     

   

N 2019 NOMOR 57 

   


